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Kata Sambutan

H. Edison, S.H., M.Hum

Bupati Muara Enim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan 
karunia-Nya buku berjudul Gender dan Pemerintahan: Jalan Panjang 

Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal dapat hadir sebagai kontribusi nyata 
dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyadari sepenuhnya bahwa 
pembangunan yang berkelanjutan tidak mungkin dicapai tanpa melibatkan 
perempuan secara aktif dalam proses pemerintahan. Data menunjukkan 
bahwa meskipun jumlah perempuan dalam struktur aparatur sipil negara 
relatif seimbang dengan laki-laki, keterwakilan perempuan dalam jabatan 
strategis masih belum proporsional. Kondisi ini membutuhkan perhatian, 
komitmen, serta langkah-langkah terukur agar kesetaraan gender benar-
benar terwujud di tingkat lokal.

Kehadiran buku ini menjadi penting karena memberikan teori 
dan praktik komprehensif sekaligus rekomendasi aplikatif bagi seluruh 
pemangku kepentingan. Buku ini diharapkan mampu menjadi referensi, 
tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi pemerintahan, 
organisasi perempuan, serta masyarakat luas yang peduli pada isu 
kesetaraan gender.
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Saya menyambut baik terbitnya buku ini dan memberikan apresiasi 
kepada Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang serta Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Muara 
Enim yang telah bersinergi dalam menghadirkan karya akademik yang 
bernilai ini. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu rujukan penting 
dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti sekaligus mendorong lahirnya 
pemerintahan yang lebih adil dan responsif gender.

Muara Enim, November 2025
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Panca Surya Diharta, S.H., M.H.

Kepala Balitbangda Muara Enim

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya menyambut baik 
hadirnya buku berjudul Gender dan Pemerintahan: Jalan Panjang 

Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal. Buku ini merupakan buah dari kerja 
sama strategis antara Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang 
dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) 
Kabupaten Muara Enim.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penelitian dan 
pengembangan daerah, Balitbangda berkomitmen untuk selalu 
menghadirkan kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, 
termasuk isu kesetaraan gender. Perempuan merupakan bagian penting 
dari pembangunan dan penguatan peran mereka di bidang pendidikan, 
sosial, politik, dan birokrasi adalah salah satu indikator penting tercapainya 
tata kelola pemerintahan yang baik.

Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai 
tantangan yang dihadapi perempuan di Kabupaten Muara Enim sekaligus 
menawarkan strategi dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Dengan 
pendekatan berbasis data dan analisis akademik, buku ini diharapkan dapat 
menjadi rujukan dalam merancang program-program pembangunan 
daerah yang lebih berpihak pada keadilan gender.

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh 
tim penulis dan pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini. 
Semoga karya ini tidak hanya menjadi dokumentasi ilmiah, tetapi juga 
menjadi inspirasi dan pendorong bagi lahirnya kebijakan yang progresif 
dalam mewujudkan Muara Enim sebagai daerah ramah gender.

﻿Muara Enim, November 2025
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Pengantar Penerbit

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga buku berjudul Gender dan Pemerintahan: Jalan 

Panjang Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal dapat diterbitkan dan hadir 
di tangan para pembaca.

Sebagai penerbit, kami menyadari pentingnya menghadirkan karya-
karya ilmiah yang tidak hanya kaya akan data dan analisis akademis, 
tetapi juga memiliki relevansi langsung dengan permasalahan nyata di 
masyarakat. Buku ini lahir dari kerja sama antara Fakultas Psikologi UIN 
Raden Fatah Palembang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Balitbangda) Kabupaten Muara Enim. Sebuah sinergi yang 
mempertemukan kekuatan akademik dengan kebutuhan praktis 
pembangunan daerah.

Isu kesetaraan gender yang dibahas dalam buku ini bukan sekadar 
wacana, melainkan tantangan nyata yang memengaruhi berbagai 
aspek pembangunan: dari pendidikan, sosial, politik, hingga birokrasi 
pemerintahan. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memperkaya 
literatur mengenai gender dan pemerintahan di tingkat lokal sekaligus 
memberikan panduan praktis bagi para pengambil kebijakan, akademisi, 
mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum.

Kami memberikan apresiasi kepada para penulis dan semua pihak 
yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. 
Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi sekaligus pijakan bagi lahirnya 
kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan 
perempuan serta kelompok rentan lainnya.

vii



Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang 
luas, baik dalam ranah akademik maupun praktik pemerintahan serta 
menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan pembangunan 
berkeadilan gender di Kabupaten Muara Enim dan Indonesia pada 
umumnya.

Malang, November 2025
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Prakata

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus kepedulian penulis terhadap 
dinamika ketimpangan gender yang masih nyata dalam birokrasi dan 

politik lokal sekaligus sebagai upaya ilmiah untuk mendorong hadirnya 
pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif gender.

Isu kesetaraan gender dalam pemerintahan daerah bukan sekadar 
persoalan representasi angka, melainkan menyangkut akses, partisipasi, 
kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan dalam seluruh proses 
pembangunan. Perempuan kerap menghadapi hambatan struktural, 
kultural, maupun politik yang menghalangi mereka untuk menempati 
posisi strategis dalam pemerintahan. Melalui buku ini, penulis berusaha 
memberikan gambaran faktual sekaligus analisis kritis tentang bagaimana 
perempuan berperan, berjuang, dan berkontribusi dalam pembangunan 
di tingkat lokal.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan akademik bagi 
mahasiswa, peneliti, dan dosen, tetapi juga dapat digunakan secara 
praktis oleh pembuat kebijakan, organisasi perempuan, serta masyarakat 
sipil dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi 
ketimpangan gender. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berhenti 
pada tataran konseptual, tetapi juga menyajikan rekomendasi aplikatif 
yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder 
terkait.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak 
yang telah memberikan dukungan, baik berupa data, masukan, maupun 
dorongan moral sehingga karya ini dapat terwujud. Penghargaan khusus 
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ditujukan kepada instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan 
seluruh responden penelitian yang telah berkontribusi secara nyata dalam 
penyusunan naskah ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat 
diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku 
ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, memperkaya 
khazanah literatur tentang gender dan pemerintahan di Indonesia, serta 
menjadi bagian dari upaya panjang menuju terciptanya pemerintahan 
lokal yang berkeadilan gender.

Palembang, November 2025
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Women belong in all places where decisions are being made—Perempuan 
berhak berada di semua tempat ketika keputusan penting dibuat.

~Ruth Bader Ginsburg~
Hakim Agung AS
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BAB 1
Prawacana

Menilik Peran Perempuan dalam 
Pemerintahan Daerah

Peran ﻿perempuan dalam pembangunan pemerintahan semakin menjadi 
sorotan utama dalam penelitian dan kebijakan di berbagai negara, termasuk 
Indonesia. Perempuan memegang peran strategis dalam pembangunan 
sosial, ekonomi, dan politik. Namun, keterwakilan mereka dalam 
pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan UNDP 
dan University of Pittsburgh menunjukkan bahwa meskipun perempuan 
menempati sekitar 46% posisi ﻿administrasi ﻿publik secara global, mereka 
hanya mengisi 31% posisi kepemimpinan tertinggi (UNDP, 2021)

Ketidakhadiran perempuan dalam peran pengambilan keputusan kritis 
ini menghambat pemulihan inklusif dan pemulihan hijau pascapandemi 
Covid-19. Sebaliknya, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan 
publik meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah serta 
kualitas layanan publik yang disampaikan (UNDP, 2021). Di Indonesia, 
peran perempuan dalam politik dan pemerintahan masih terhambat oleh 
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2 Gender dan Pemerintahan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal

struktur yang menyebabkan ketidaksetaraan akses untuk memperoleh 
posisi strategis (Robinson & Bessell, 2002).

Meskipun terdapat kebijakan afirmatif yang mewajibkan partai politik 
mencalonkan setidaknya 30% perempuan untuk pemilihan legislatif, 
representasi perempuan dalam parlemen nasional pada tahun 2019 baru 
mencapai 20,7% (Aspinall, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 
afirmatif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keterwakilan 
perempuan di lembaga legislatif. Salah satu kawasan yang menghadapi 
tantangan serupa adalah Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatra.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim, 
partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2023 mencapai 55%. 
Angka ini masih terpaut jauh dengan laki-laki yang mencapai 83%. Selain 
itu, keterwakilan perempuan di parlemen daerah hanya sebesar 15,5%, jauh 
di bawah target nasional sebesar 30% (BPS, 2023). Bias gender, kurangnya 
pendidikan kepemimpinan, dan rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif 
menjadi faktor penghambat sekaligus penghalang utama bagi keterlibatan 
perempuan dalam pemerintahan.

Johannes dkk. (2022) dalam studinya mengidentifikasi bahwa budaya 
patriarki, stereotip gender, dan persepsi kepemimpinan maskulin dalam 
organisasi pemerintah daerah di Indonesia menghambat perempuan 
untuk mencapai posisi manajerial tingkat atas. Selain itu, tanggung jawab 
domestik yang tidak seimbang dan kurangnya fasilitas pendukung seperti 
tempat penitipan anak membatasi partisipasi perempuan dalam pelatihan 
dan promosi kepemimpinan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, 
diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberdayakan perempuan 
melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan yang sensitif gender, dan 
penegakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di semua tingkat 
pemerintahan.

Perubahan budaya organisasi dan masyarakat yang lebih inklusif 
terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan juga menjadi kunci 
untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di bidang 
pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Kabeer (2019) menunjukkan 



BAB 2
Teori Patriarki

Definisi Patriarki

Patriarki merupakan konsep yang telah lama menjadi pusat perhatian 
dalam kajian ﻿gender dan ﻿feminisme. Istilah ini merujuk pada sistem sosial 
yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan atas perempuan, baik 
dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun institusi sosial lainnya. 
Walby (1990) menjelaskan bahwa ﻿patriarki adalah sistem sosial yang 
secara sistematis menempatkan laki-laki dalam posisi mendominasi, 
menindas, dan mengeksploitasi perempuan dalam berbagai aspek 
kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan 
﻿publik.

Senada dengan itu, Lerner (1986) mendefinisikan patriarki sebagai 
manifestasi dan institusionalisasi dari dominasi laki-laki atas perempuan 
yang terjadi dalam berbagai struktur sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), patriarki didefinisikan sebagai tata kekeluargaan yang 
sangat mementingkan garis keturunan bapak. Dalam konteks sosiologis, 
patriarki tidak hanya terbatas pada keluarga; tetapi meluas hingga ke 
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12 Gender dan Pemerintahan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal

berbagai institusi sosial lainnya, seperti hukum, pendidikan, agama, dan 
ekonomi.

Sultana (2010) juga menyatakan bahwa secara harfiah, istilah 
“patriarki” berasal dari frasa rule of the father yang pada awalnya digunakan 
untuk menggambarkan struktur keluarga bahwa semua keputusan penting 
hanya dibuat oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, makna 
tersebut berkembang menjadi sistem sosial yang menguntungkan laki-
laki dan mendiskriminasi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan. 
Dilansir dari Kompas.com, patriarki menjadi sistem sosial bahwa laki-laki 
memiliki dominasi lebih besar dibandingkan perempuan, terutama dalam 
hal otoritas, partisipasi sosial dan politik, serta penguasaan sumber daya.

Lebih lanjut, Connell (2005) dalam bukunya yang berjudul 
Masculinities menyatakan bahwa patriarki memperkuat hierarki gender 
melalui hegemoni maskulinitas yang menetapkan bentuk ideal laki-
laki yang dominan dan kuat, sedangkan peran perempuan dan bentuk 
maskulinitasnya dikesampingkan. Adapun penelitian yang dilakukan 
oleh Hunnicutt (2009) dalam jurnal Violence Against Women menjelaskan 
bahwa patriarki tidak hanya menciptakan ketimpangan gender, tetapi 
juga menjadi akar dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang 
terstruktur dalam masyarakat.

Faktor Pemengaruh Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam segala bidang biasanya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor berikut.

1.	 Budaya ﻿patriarki dan norma sosial yang memperkuat peran laki-laki 
dalam kepemimpinan
Sistem ﻿patriarki yang mengakar kuat dalam struktur budaya 
masyarakat telah menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan 
﻿gender yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Laki-
laki ditempatkan sebagai pusat kekuasaan dan pengendali utama 
dalam masyarakat, sedangkan perempuan sering kali terpinggirkan, 



BAB 3
Teori Feminisme dalam Politik

Definisi Feminisme

Feminisme merupakan sebuah teori dan gerakan sosial-politik yang 
bertujuan untuk menghapus ketidaksetaraan ﻿gender dan memperjuangkan 
hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 
ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks politik, 
teori ﻿feminisme berupaya mengidentifikasi dan mengkritik struktur 
kekuasaan yang bersifat patriarkal serta mencari cara agar perempuan 
dapat berpartisipasi secara lebih adil dan efektif dalam proses pengambilan 
kebijakan (Lorber, 2010).

Menurut Tong (2009), feminisme adalah beragam teori dan strategi 
yang menyuarakan kepentingan perempuan serta menuntut perubahan 
sosial, politik, dan hukum yang lebih adil. Feminisme tidak bersifat tunggal 
dan terdiri dari berbagai aliran, seperti liberal feminism, radical feminism, 
socialist feminism, hingga intersectional feminism yang menekankan aspek 
ketidakadilan secara berbeda terhadap perempuan.
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Hooks (2000) menyatakan bahwa, “feminism is a movement to end 
sexism, sexist exploitation, and oppression.” Pernyataan tersebut menekankan 
bahwa perjuangan feminisme bukan hanya demi perempuan, melainkan 
demi terciptanya keadilan sosial secara menyeluruh. Dalam ranah politik, 
feminisme berfungsi sebagai lensa analisis terhadap bagaimana institusi-
institusi publik mereproduksi relasi kuasa gender. Krook menekankan 
bahwa teori feminis politik mendorong perubahan struktural melalui 
advokasi terhadap representasi substantif perempuan, yaitu keterlibatan 
perempuan yang membawa kepentingan gender dalam pengambilan 
keputusan (Krook & Mackay, 2011).

Beasley (1999) juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan 
seperangkat teori dan praktik yang menyoroti ketidakadilan berbasis 
gender serta bertujuan untuk membongkar sistem patriarki yang mengakar 
dalam budaya, hukum, dan institusi sosial. Adapun Freedman (2011) 
menyatakan bahwa feminisme adalah gerakan sosial dan intelektual yang 
berusaha mengidentifikasi, menganalisis, dan mengubah ketidaksetaraan 
gender, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Sementara itu, 
Connell (2006) menegaskan bahwa feminisme tidak hanya tentang 
perempuan, tetapi tentang mendekonstruksi sistem relasi kuasa berbasis 
gender yang menindas dan menyasar transformasi sistem sosial secara 
luas.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Feminisme

Feminisme umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1.	 Kebijakan diskriminatif
Kebijakan ﻿publik dan regulasi yang bias ﻿gender menjadi salah satu 
hambatan utama dalam mewujudkan kesetaraan. Banyak negara, 
termasuk negara berkembang masih menerapkan kebijakan yang 
secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan dengan tidak 
memberikan perlindungan atau peluang yang setara dalam ranah 
politik dan kepemimpinan. Menurut Weyland, meskipun kuota 



BAB 4
Modal Sosial dalam 

Pembangunan Berkelanjutan

Definisi Modal Sosial

Modal sosial (social capital) mengacu pada jaringan sosial, norma, dan 
kepercayaan yang memfasilitasi kerja sama serta koordinasi dalam 
masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ﻿modal sosial 
dianggap sebagai salah satu pilar non-material yang krusial karena 
memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan 
memfasilitasi pengelolaan sumber daya secara kolektif. Putnam telah 
memopulerkan konsep ﻿modal sosial melalui penelitiannya di Italia dan 
Amerika Serikat.

Putnam juga membedakan antara bonding social capital (ikatan dalam 
kelompok homogen) dan bridging social capital (jembatan antarkelompok 
heterogen). Menurutnya, modal sosial berperan besar dalam membangun 
institusi yang efektif dan tata kelola yang baik—dua unsur penting dalam 
pembangunan berkelanjutan (Putnam, 2000). Bourdieu melihat modal 
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sosial sebagai sumber daya yang melekat pada jaringan sosial yang dimiliki 
individu atau kelompok (Pierre & Richardson, 1986).

Modal sosial tidak terpisah dari modal ekonomi dan budaya, tetapi 
saling memperkuat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akses 
terhadap jaringan sosial bisa menjadi kunci distribusi sumber daya yang adil 
dan penguatan kapasitas masyarakat. Coleman (1988) mengembangkan 
modal sosial dalam konteks pendidikan dan pembangunan komunitas. 
Lebih lanjut, Coleman juga menekankan bahwa modal sosial muncul dari 
struktur hubungan sosial yang memfasilitasi tindakan kolektif. Terhadap 
pembangunan berkelanjutan, struktur sosial yang kuat akan mendorong 
kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program berbasis masyarakat.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Modal Sosial

Peran aktif perempuan dalam pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai 
faktor sosial dan struktural. Modal sosial menjadi salah satu kerangka 
penting untuk memahami dinamika tersebut. Berikut faktor-faktor utama 
yang memengaruhi ﻿modal sosial.

1.	 Kepercayaan sosial (social trust)
Kepercayaan antarindividu dalam komunitas menjadi pondasi penting 
bagi keterlibatan perempuan dalam ruang ﻿publik dan pemerintahan. 
Ketika tingkat kepercayaan sosial tinggi, komunitas lebih terbuka 
terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. 
Menurut Fukuyama (1996), kepercayaan adalah elemen utama dalam 
pembentukan jaringan sosial dan kerja sama institusional yang 
berdampak langsung pada efisiensi pemerintahan dan inklusi sosial.

2.	 Jaringan sosial (social networks)
Hubungan sosial antara individu, kelompok, dan institusi 
pemerintahan dapat menjadi jembatan bagi perempuan terhadap 
posisi kepemimpinan. Jaringan ini berfungsi sebagai media untuk 
pertukaran informasi, dukungan emosional, dan mobilisasi sumber 
daya. Malecki (2012) menyatakan bahwa jaringan sosial merupakan 



BAB 5
Teori Pemberdayaan 

Perempuan

Definisi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan (women empowerment) adalah suatu proses 
yang memungkinkan perempuan memperoleh kekuatan, kendali, dan 
kapasitas untuk membuat keputusan dalam kehidupan pribadi maupun 
sosialnya. Pemberdayaan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, 
psikologis, dan hukum. Kabeer (1999) mendefinisikan pemberdayaan 
sebagai proses bagi perempuan untuk membuat pilihan hidup saat 
sebelumnya tidak memiliki kekuasaan sama sekali.

Pemberdayaan ini mencakup akses terhadap sumber daya, kemampuan 
mengambil keputusan, dan pencapaian hasil yang bermakna dalam hidup. 
Jo Rowlands membedakan empat dimensi pemberdayaan perempuan yang 
meliputi power over, power to, power with, dan power within. Lebih lanjut, 
Jo menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya terjadi di ranah publik, 
tetapi juga di ranah privat termasuk pengakuan terhadap hak, martabat, 
dan suara perempuan dalam rumah tangga (Rowlands, 1997). Kerangka 

39



40 Gender dan Pemerintahan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal

konseptual pemberdayaan perempuan pada dasarnya mencakup enam 
dimensi utama, yakni ekonomi, keluarga/hubungan antarpribadi, hukum, 
politik, psikologis, dan pendidikan.

Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai peningkatan kemampuan 
perempuan untuk mengendalikan kehidupan dan memengaruhi 
perubahan sosial (Malhotra & Schuler, 2005). Pemberdayaan juga sebagai 
proses transformatif yang mengubah distribusi kekuasaan secara struktural 
dan sosial (Sen & Batliwala, 2000). Fokusnya bukan hanya pada pemberian 
akses, melainkan juga pada perubahan norma sosial yang membatasi 
peran serta potensi perempuan.

PBB melalui UN Women mendefinisikan pemberdayaan perempuan 
sebagai proses yang mencakup peningkatan kapasitas perempuan untuk 
membuat pilihan dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan serta 
hasil nyata dalam semua aspek kehidupan. Pemberdayaan perempuan 
dilihat sebagai kemampuan untuk membuat keputusan strategis, terutama 
dalam konteks sosial yang membatasi. Kabeer menekankan bahwa 
pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi akses terhadap 
sumber daya, kapasitas agensi (kemampuan bertindak dan membuat 
keputusan), dan hasil yang dicapai dari proses (Kabeer, 1999).

Dalam kajian bibliometrik, pemberdayaan didefinisikan sebagai 
proses multidimensi yang memungkinkan perempuan memperoleh 
kekuasaan atas aset ekonomi, pengetahuan, ideologi, serta ruang partisipasi 
(Mahato dkk., 2023). Ditekankan bahwa pemberdayaan membutuhkan 
dukungan kolektif dan organisasi sosial. Adapun Organisasi Pangan Dunia 
(FAO) (2015) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan 
kapasitas individu khususnya perempuan untuk membuat pilihan-pilihan 
penting dan mengubahnya menjadi tindakan nyata. Hal ini menyiratkan 
perlunya perubahan struktur kekuasaan dan peran sosial di tingkat lokal 
dan nasional.



BAB 6
Representasi Politik

Definisi Representasi Politik

Representasi politik biasanya diwakili oleh pihak-pihak atau kelompok 
masyarakat yang menyuarakan kepentingan, aspirasi, serta nilai-nilai 
rakyat sehingga keputusan yang berpijak pada rakyat dapat diciptakan. 
Menurut F. Pitkin (1967), representasi politik bukan sekadar kehadiran 
fisik wakil di lembaga pemerintahan, melainkan juga menghadirkan suara 
dan kepentingan warga yang diwakilinya. Pitkin membagi representasi 
menjadi beberapa dimensi penting yang meliputi:

1.	 formalistik, terkait dengan otorisasi dan tanggung jawab wakil 
kepada pemilihnya;

2.	 deskriptif, yakni kemiripan identitas antara wakil dan masyarakat 
yang diwakilinya;

3.	 simbolik, bagaimana warga memandang wakil sebagai representasi 
mereka; dan

4.	 substantif, wakil bertindak nyata demi kepentingan rakyat.
Selanjutnya, Robert Dahl (2008) menekankan pentingnya 

responsivitas wakil terhadap aspirasi warga. Dalam praktiknya, wakil 
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dapat bertindak sebagai delegasi yang mengikuti kehendak masyarakat 
secara langsung atau sebagai trustee yang menggunakan penilaian sendiri 
untuk kepentingan publik. Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa 
peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik berpengaruh positif 
terhadap kualitas kebijakan publik, seperti peningkatan layanan kesehatan 
dan pendidikan serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pendekatan 
modern lainnya melihat representasi sebagai proses dinamis bahwa wakil 
membuat klaim mewakili masyarakat dan keberhasilan klaim tersebut 
sangat bergantung pada pengakuan dan dukungan dari publik (Pykett 
dkk., 2010)

Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Representasi Politik

Sejumlah variabel struktural dan kultural secara signifikan memengaruhi 
tingkat representasi perempuan dalam jabatan ﻿publik. Menurut Phillips 
(1995), determinan utama yang membentuk representasi perempuan 
meliputi sistem pemilihan umum, keberadaan kebijakan afirmatif, 
karakteristik budaya politik lokal, serta kekuatan dan efektivitas organisasi 
perempuan. Sistem ﻿pemilu yang terbuka dan proporsional misalnya 
cenderung mendukung partisipasi perempuan dibandingkan sistem 
mayoritas atau sistem tertutup yang sangat bergantung pada struktur 
internal partai.

Dalam konteks daerah dengan sistem rekrutmen politik yang eksklusif 
dan tidak transparan, perempuan menghadapi hambatan yang lebih 
besar untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan formal. Prosedur seleksi 
yang didominasi oleh jaringan patronase dan keputusan informal elite 
politik cenderung mengabaikan prinsip inklusi dan meritokrasi yang pada 
akhirnya memperlemah peluang perempuan untuk menduduki jabatan 
strategis. Selain itu, budaya politik lokal yang masih patriarkal turut 
memperkuat eksklusi perempuan dari ruang pengambilan keputusan.



BAB 7
Teori Gender dan Struktur 

Sosial

Definisi Gender dan Struktur Sosial

Teori ﻿gender dan struktur sosial menjelaskan bahwa relasi ﻿gender bukan 
hanya persoalan individu, melainkan permasalahan yang terstruktur secara 
hierarkis dan patriarkal dalam masyarakat. Connell (2013) dalam bukunya 
yang berjudul Gender and Power menjelaskan bahwa hubungan kuasa 
antara laki-laki dan perempuan membentuk struktur sosial di berbagai 
institusi, seperti politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi. Dalam konteks 
ini, maskulinitas dominan (hegemonik) dijadikan standar norma yang 
secara sistematis menyingkirkan perempuan dari posisi kepemimpinan 
formal dan pengambilan keputusan.

Institusi sosial secara kolektif memproduksi dan mereproduksi 
ketidaksetaraan gender dengan menempatkan perempuan pada posisi 
subordinat. Oleh karena itu, meskipun terdapat kebijakan formal yang 
mengatur kesetaraan gender, realitas patriarki dalam struktur sosial masih 
membatasi peran perempuan.
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Butler dalam Gender Trouble menegaskan bahwa gender adalah 
sebuah performativitas, bukan hanya kategori biologis atau identitas tetap. 
Struktur sosial patriarkal membatasi ekspresi gender sehingga norma-
norma dominan menjadi mekanisme reproduksi ketidaksetaraan gender 
(Butler & Trouble, 1990). West dan Zimmerman (1987) menekankan 
bahwa gender bukan sesuatu yang dimiliki seseorang, melainkan sesuatu 
yang dilakukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Struktur sosial patriarkal 
mengondisikan praktik gender yang terus mereproduksi ketidaksetaraan 
gender dalam kehidupan sosial.

Connell dan Pearse (2015) memperluas konsep struktur sosial patriarki 
melalui konsep hegemonic masculinity yang tidak hanya menguntungkan 
laki-laki, tetapi juga menciptakan dominasi maskulinitas tertentu yang 
mengesampingkan perempuan dan maskulinitas lain yang subordinat. 
Cecilia Ridgeway (2011) dalam jurnalnya juga menjelaskan bagaimana 
kategori gender menjadi dasar pengorganisasian sosial yang kuat dan 
memengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan kekuasaan. 
Struktur sosial patriarkal membangun harapan dan stereotip yang 
membatasi peran gender dan mempertahankan ketidaksetaraan.

Faktor yang Memengaruhi Gender dan Struktur Sosial

Ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi ﻿gender dan struktur sosial 
sebagaimana uraian berikut.

1.	 Norma budaya patriarkal yang kuat dan mengakar dalam masyarakat
Norma budaya patriarkal berfungsi sebagai kerangka nilai dan 
keyakinan yang mengatur perilaku sosial serta pembagian peran 
berdasarkan ﻿gender. Dalam norma ini, laki-laki diposisikan 
sebagai pemimpin di ranah ﻿publik, seperti politik, ekonomi, dan 
pengambilan keputusan; sedangkan perempuan secara tradisional 
dianggap bertanggung jawab atas urusan domestik dan pengasuhan 
anak. Kondisi ini memperkuat struktur sosial yang hierarkis dan 
menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Norma tersebut secara 



BAB 8
Teori Glass Ceiling

Definisi Glass Ceiling

Istilah ﻿glass ceiling pertama kali digunakan oleh Hymowitz dan Schellhardt 
dalam artikelnya untuk menggambarkan adanya hambatan tak kasat mata 
(invisible barrier) yang menghalangi perempuan dan kelompok minoritas 
untuk mencapai posisi puncak dalam organisasi, meskipun memiliki 
kualifikasi dan pengalaman yang setara atau bahkan melebihi laki-laki. 
Hambatan ini bersifat kultural dan struktural, muncul dari kebijakan 
organisasi, stereotip ﻿gender, dan norma sosial yang mendiskreditkan 
kapasitas ﻿kepemimpinan perempuan (Hymowitz & Schellhardt, 1986).

Cotter menjelaskan bahwa glass ceiling adalah bentuk ketidaksetaraan 
gender yang terjadi di level atas karier dan tidak bisa dijelaskan hanya 
dengan perbedaan kualifikasi atau pilihan karier. Mereka menekankan 
bahwa glass ceiling berbeda dari hambatan karier biasa karena terjadi 
pada tingkat akhir promosi ke posisi kepemimpinan dan melibatkan 
mekanisme diskriminasi sistemik (Cotter dkk., 2001). Dalam sebuah 
studi klasik terhadap perempuan di perusahaan Fortune 500, ditemukan 
bahwa struktur perusahaan sangat jarang memberi perempuan peluang 
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untuk maju ke posisi eksekutif karena keterbatasan jaringan, kurangnya 
role model, dan ekspektasi gender yang kaku. Mereka juga mencatat bahwa 
organisasi cenderung mempertahankan struktur kekuasaan yang maskulin 
(Morrison dkk., 1987).

Eagly dan Carli (2007) kemudian menyempurnakan konsep glass 
ceiling dengan istilah labyrinth yang menggambarkan perjalanan karier 
perempuan sebagai jalan berliku penuh hambatan, bukan hanya satu batas 
tunggal. Mereka menyoroti bahwa hambatan bisa datang dari berbagai 
sisi, seperti gaya kepemimpinan yang diharapkan berbeda, tanggung 
jawab ganda di rumah dan pekerjaan, serta evaluasi yang bias terhadap 
kompetensi perempuan.

Federal Glass Ceiling Commission menegaskan bahwa glass ceiling 
bukan hanya mitos atau persepsi, melainkan realitas struktural yang dapat 
diidentifikasi melalui data tentang ketimpangan promosi, perekrutan, dan 
penggajian di perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Mereka 
menekankan perlunya reformasi kebijakan dan pelatihan kesetaraan 
gender di tempat kerja (Commission, 1995).

Sebagai pengembangan dari konsep glass ceiling, Ryan dan Haslam 
(2005) mengidentifikasi fenomena glass cliff, yaitu kecenderungan 
perempuan dipromosikan ke posisi kepemimpinan ketika organisasi 
sedang mengalami krisis sehingga risiko kegagalan lebih besar. Ini 
memperkuat dinamika diskriminatif karena seolah-olah memberi 
kesempatan, tetapi dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Faktor yang Memengaruhi Glass Ceiling

Glass ceiling seoalah menjadi fenomena yang memberikan kesempatan 
bagi perempuan untuk memegang posisi puncak di organisasi dengan 
kondisi yang penuh hambatan. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang 
memengaruhi ﻿glass ceiling. Berikut faktor-faktor yang dimaksud.



BAB 9
Teori Interseksionalitas

Definisi Interseksionalitas

Teori interseksionalitas pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé 
Crenshaw (1989) dalam konteks hukum untuk menunjukkan bagaimana 
perempuan kulit hitam di Amerika Serikat menghadapi diskriminasi 
ganda, yaitu dari sistem rasial dan ﻿patriarki yang tidak dapat dipahami 
hanya melalui lensa tunggal (﻿gender atau ras saja). Crenshaw juga 
menekankan bahwa pengalaman diskriminasi adalah hasil dari interaksi 
di antara berbagai sistem kekuasaan yang saling memperkuat.

Perempuan tidak mengalami diskriminasi gender dalam ruang hampa, 
ras, kelas, dan faktor identitas lain memengaruhi bagaimana diskriminasi 
terjadi dan dirasakan. Hill Collins (2022) dalam bukunya Black Feminist 
Thought menekankan bahwa perempuan Afrika-Amerika menghadapi 
struktur penindasan rasial dan patriarkal sekaligus dalam sistem yang 
disebutnya sebagai matrix of domination. Ini berarti ketidakadilan tidak 
berdiri sendiri, tetapi saling berkelindan.

65



66 Gender dan Pemerintahan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan di Tingkat Lokal

Perempuan dari kelompok marjinal, seperti penyandang disabilitas, 
minoritas seksual, atau yang tinggal di daerah tertinggal menghadapi 
hambatan yang jauh lebih kompleks dibandingkan perempuan dari 
kelompok dominan. Cho dkk. (2013) menyatakan bahwa interseksionalitas 
adalah alat untuk memahami dan merespons ketidaksetaraan yang tidak 
bisa dijelaskan oleh satu kategori saja. Misalnya, perempuan miskin di 
daerah pedalaman tidak hanya menghadapi diskriminasi berbasis gender, 
tetapi juga akses pendidikan dan layanan publik yang buruk.

Interseksionalitas juga menolak gagasan bahwa semua perempuan 
mengalami penindasan dengan cara yang sama. Perempuan dengan 
latar belakang ekonomi tinggi, misalnya, memiliki privilese tertentu yang 
tidak dimiliki perempuan miskin. Bilge (2013) mengkritik pendekatan 
feminis arus utama yang terlalu fokus pada perempuan universal dan 
mengabaikan keragaman identitas. Bilge juga menegaskan pentingnya 
memeriksa bagaimana kekuasaan bekerja secara simultan dalam berbagai 
lini kehidupan sosial.

Lebih dari sekadar teori, interseksionalitas digunakan sebagai alat 
advokasi kebijakan publik untuk memastikan bahwa program kesetaraan 
mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang paling terpinggirkan. 
Menurut Collins (2016), pendekatan interseksional menuntut perubahan 
struktural dalam pembuatan kebijakan agar tidak bias terhadap 
kelompok mayoritas. Misalnya, kebijakan kesetaraan gender yang 
tidak mempertimbangkan perempuan penyandang disabilitas berisiko 
memperkuat ketimpangan.

Faktor yang Memengaruhi Interseksionalitas

Interseksionalitas menekankan bahwa pengalaman perempuan 
dipengaruhi oleh persinggungan berbagai identitas sosial. Faktor-
faktor berikut memperlihatkan bagaimana bentuk ketimpangan bisa 
saling memperkuat dan memperdalam ketidakadilan yang dialami oleh 
perempuan.



BAB 10
Realitas Peran Perempuan 

dalam Pemerintahan Daerah

Gambaran Suatu Wilayah: Potret 
Kabupaten ﻿Muara Enim

Awal mula terbentuknya Kabupaten ﻿Muara Enim berkaitan dengan adanya 
Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah 
pada 20 November 1946. Ketika itu, Panitia Sembilan menciptakan sebuah 
karya tulis berbentuk laporan dengan judul “Naskah Hari Jadi Kabupaten 
Lematang Ilir Ogan Tengah”. Selain itu, dasar pembentukan kabupaten ini 
juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959.

Berdasarkan sejarah, Kabupaten Muara Enim pada masa pendudukan 
Hindia Belanda terdiri atas marga-marga di sepanjang Sungai Enim, 
mulai dari marga semendo darat sampai marga tamblang patang puluh 
bubung. Kemudian, marga-marga di sepanjang sungai lematang mulai dari 
marga tamblang ujan mas hingga marga sungai rotan digabung menjadi 
satu wilayah administratif dengan nama “Onder Afdeling Lematang Ilir” 
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yang tunduk pada Afdeling Palembangsche Boven Landen dengan asisten 
residen yang bertempat di Lahat.

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang dikenal dengan 
Lematang Ilir diubah menjadi Lematang Sijo (Seco) dan dibentuk wilayah 
administratif baru yang dikenal dengan Lematang Ogan Tengah dan 
selanjutnya dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah. 
Ketika masa kemerdekaan, hasil sidang Dewan Karesidenan Palembang 
pada 20 November 1946, wilayah Kawedanan Lematang Ilir dan Lematang 
Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah 
(LIOT).

Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
Provinsi Sumatra Selatan dengan luas wilayah sekitar 7.483 km². Secara 
geografis, Kabupaten Muara Enim berada di bagian tengah Provinsi 
Sumatra Selatan dan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara 
wilayah barat dan timur Sumatra Selatan. Adapun batas-batas administratif 
wilayah ialah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebelah selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, sebelah barat berbatasan 
dengan Kabupaten Empat Lawang, dan sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) serta Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Topografi Kabupaten Muara Enim sangat bervariasi, mencakup 
dataran tinggi di barat daya yang merupakan bagian dari Pegunungan 
Bukit Barisan meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat 
Ulu, Semende Darat Tengah, dan Tanjung Agung. Sementara itu, kawasan 
dataran rendah membentang di wilayah tengah. Semakin ke arah utara 
hingga timur laut, lanskap berubah menjadi daerah rawa yang berada di 
sekitar aliran Sungai Musi, seperti Kecamatan Lembak, Gelumbang, dan 
Sungai Rotan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim mencapai 
sekitar 653.731 jiwa, meningkat dari 612.900 jiwa pada tahun 2020 dengan 
laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,66% per tahun. Sebaran 
penduduk di setiap kecamatan tidak merata. Kecamatan Muara Enim 



Glosarium

afirmasi ﻿gender 	 Kebijakan yang memberi peluang 
lebih besar kepada perempuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan 
guna mengurangi ketimpangan 
﻿gender.

﻿Aparatur Sipil Negara (ASN) 	 Pegawai pemerintah yang bekerja 
pada instansi negara dengan tugas 
memberikan pelayanan kepada 
﻿publik.

aspek kultural 	 Nilai, norma, dan tradisi yang 
memengaruhi perilaku masyarakat 
serta dapat menjadi penghambat 
partisipasi perempuan.

﻿aspek struktural 	 Sistem dan kebijakan birokrasi yang 
memengaruhi akses dan peran 
masyarakat, khususnya ﻿perempuan 
dalam pembangunan.

cultural barrier 	 Hambatan yang bersumber  dari adat

(﻿hambatan kultural)	 dan budaya sehingga membatasi 
partisipasi perempuan dalam ranah 
﻿publik.

﻿daerah 	 Wilayah administratif yang menjadi 
bagian dari sistem pemerintahan 
dan memiliki tanggung jawab 
pembangunan.

efikasi diri (self-efficacy)	 Keyakinan individu terhadap 
kemampuan dirinya dalam 

97



menyelesaikan tugas dan menghadapi 
tantangan (Bandura, 1997).

﻿gender mainstreaming 	 Strategi pembangunan yang 

(pengarusutamaan ﻿gender)	 mengintegrasikan perspektif ﻿gender

	 dalam seluruh kebijakan dan 
program.

﻿hambatan struktural	 Kendala kelembagaan dan regulasi 
yang membatasi peran ﻿perempuan 
dalam pembangunan dan 
pemerintahan.

integritas 	 Keselarasan antara nilai, sikap, dan 
perilaku yang menjunjung tinggi 
kejujuran, keadilan, dan tanggung 
jawab.

kapasitas 	 Kemampuan atau daya dukung yang 
dimiliki individu atau kelompok 
dalam melaksanakan pembangunan.

kapabilitas 	 Potensi atau keahlian yang 
memungkinkan seseorang 
berpartisipasi aktif dalam proses 
pembangunan.

﻿kebijakan ﻿publik 	 Keputusan pemerintah untuk 
mengatur dan mengarahkan 
kehidupan masyarakat demi 
kepentingan umum.

kebijakan ﻿inklusif 	 Kebijakan yang menjamin semua 
kelompok masyarakat memperoleh 
kesempatan dan manfaat secara 
setara.
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kesadaran moral 	 Kemampuan memahami dan 
mempertimbangkan nilai etika dalam 
mengambil keputusan.

﻿kesejahteraan sosial 	 Kondisi terpenuhinya kebutuhan 
dasar masyarakat untuk hidup layak 
dan bermartabat.

﻿keterwakilan perempuan 	 Jumlah atau persentase perempuan 
yang terlibat dalam posisi strategis 
pemerintahan atau politik.

﻿kepercayaan diri 	 Sikap yakin terhadap kemampuan 
diri erat kaitannya dengan efikasi diri.

kepemimpinan berbasis integritas 	 Gaya kepemimpinan yang 
menekankan nilai kejujuran, 
konsistensi, dan akuntabilitas.

﻿kepemimpinan perempuan	 Peran perempuan dalam memimpin 
organisasi, pemerintahan, maupun 
komunitas.

keterlibatan ﻿publik 	 Partisipasi aktif masyarakat dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kebijakan pembangunan.

motivasi intrinsik 	 Dorongan internal seseorang untuk 
melakukan kegiatan karena kepuasan 
pribadi.

motivasi ekstrinsik 	 Dorongan yang berasal dari faktor 
luar, seperti penghargaan, imbalan, 
atau tekanan sosial.

partisipasi ﻿publik 	 Keterlibatan masyarakat dalam 
proses pembangunan, baik dalam 
perumusan kebijakan maupun 
implementasi program.
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﻿pemberdayaan perempuan 	 Proses meningkatkan kapasitas 
perempuan agar mampu 
berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan dan pemerintahan.

﻿pendidikan tinggi 	 Jenjang pendidikan yang menyiapkan 
mahasiswa menjadi insan berilmu, 
berkarakter, dan berintegritas.

﻿perlindungan anak 	 Upaya menjamin terpenuhinya hak 
anak dalam pendidikan, kesehatan, 
dan lingkungan yang aman.

perlindungan perempuan 	 Kebijakan untuk mencegah 
diskriminasi, kekerasan, dan 
ketidakadilan terhadap perempuan.

﻿perempuan dalam pembangunan	 Partisipasi aktif perempuan dalam 
bidang sosial, ekonomi, politik, dan 
budaya.

psikologi pendidikan Islam 	 Bidang ilmu yang memadukan 
prinsip psikologi dengan ajaran Islam 
untuk mendukung pendidikan.

ranah ﻿publik 	 Ruang interaksi sosial, politik, dan 
ekonomi tempat pengambilan 
keputusan bersama.
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aktif sebagai konselor dan narasumber khususnya tema yang 
berhubungan dengan psikologi Islam atau psikologi pendidikan 
Islam. Adapun penghargaan yang pernah diterima ialah 
Penghargaan Dosen Teraktif Mengikuti Kegiatan.

Di samping itu, ia aktif dalam berbagai kegiatan konseling 
(konselor), observer, dan tester psikotest serta tergabung dalam 
Unit Layanan Terpadu Gender dan Anak di UIN Raden Fatah. 
Banyak karya tulis yang ia ciptakan, salah satunya buku dengan 
judul Rasa Asing dan Faktor yang Mempengaruhinya. Selain itu, 
juga menulis jurnal yang relevan dengan bidang psikologi Islam, 
psikologi pendidikan Islam, dan psikologi lainnya.
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Zata Ismah, S.K.M., M.K.M.

Saat ini mengabdi sebagai dosen di Fakultas Psikologi UIN Raden 
Fatah Palembang. Sebelum itu, pernah pula mengajar di FKM UIN 
Sumatra Utara (2018—2025) dengan mengampu mata kuliah 
Epidemiologi. Pada tahun 2014, ia berhasil menyelesaikan studi S-1 
di FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu, pada 2017 berhasil lulus 
dari studi S-2 di Program Kesehatan Masyarakat Epidemiologi dan 
Biostatistik FKM Universitas Sriwijaya.

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekum Persatuan Santri 
Jadi Dokter Sumatra Selatan UIN Jakarta (2011—2012), Sekdep 
Pergerakan Anggota Muda Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat 
Jakarta Raya (2012—2013), Sekum Epidemiologi Student Association 
UIN Jakarta (2013—2014), serta sebagai Pendiri dan Pembina HERSA 
(Health Researh Student Association) FKM UIN Sumatra Utara 
(2018—sekarang).

Sejak 2017, Zata Ismah telah aktif menulis berbagai artikel dan 
jurnal di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga kerap 
membimbing para mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. 
Berkat bimbingan tersebut, tidak sedikit mahasiswa yang berhasil 
meraih kesempatan menembus beasiswa bergengsi bertaraf 
internasional. Untuk menjalin komunikasi, surel zataismah_uin@
radenfaftah.ac.id dapat dihubungi.
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Indah Nurisa, A.Md., KL. Sejak 2018 telah 
meniti karier sebagai tenaga kependidikan di UIN 
Raden Fatah Palembang. Awalnya, ia ditempatkan 
di Unit Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian, pada 2021 
hingga saat ini melanjutkan tugas di Fakultas 
Psikologi sebagai sekretaris Dekanat. Pendidikan 

terkahir yang telah ditempuh ialah D-3 Kesehatan Lingkungan dari 
STIKes Muhammadiyah Palembang.

Latar belakang pendidikan di bidang kesehatan lingkungan 
membuatnya peduli terhadap faktor-faktor lingkungan sebagai 
penentu mutu kualitas manusia. Adapun setelah bergabung 
dalam kajian psikologi, pandangannya berkembang bahwa aspek 
mental dan perilaku juga memiliki peran yang sangat penting 
dalam kesejahteraan individu. Perpaduan pengalaman di bidang 
kesehatan lingkungan dengan wawasan psikologi membuatnya 
tertarik untuk meneliti hubungan antara lingkungan, perilaku 
manusia, dan kesehatan mental secara lebih mendalam.

Di luar aktivitas kampus, Indah juga memiliki pengalaman 
sebagai tim editor Buku Baso Palembang dan pernah melakukan 
penelitian dengan judul “Efektivitas Mentoring terhadap 
Pengamalan Keagamaan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang”. Pengalaman ini 
memperkaya keterampilannya dalam dunia literasi dan penulisan. 
Kombinasi latar belakang akademik dan pengalaman praktis 
tersebut menjadikan Indah Nurisa sebagai penulis yang memiliki 
perspektif luas dan multidisiplin. Surel indahnrs_uin@radenfatah.
ac.id dapat digunakan untuk menghubunginya.
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Yulia Fitriani, S.E., M.Hum. Yang akrab 
disapa Lia Syamsul telah menyelesaikan 
pendidikan magister di Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Saat 
ini, ia berprofesi sebagai ASN di Badan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara 
Enim. Kemudian pada 2022, ia resmi menjabat 
Fungsional Peneliti Ahli Muda di Bidang Sosial 

dan Pemerintahan dengan latar belakang pendidikan di bidang 
Humaniora. Buku yang diterbitkan berjumlah 3 dan 5 HKI. Ia dapat 
dihubungi melalui surel yu.liasyamsul83@gmail.com.

Royda, S.E., M.Si. Telah mengenyam pendidik 
terakhir S-2 Ilmu Ekonomi. Adapun saat ini 
menduduki jabatan peneliti di Badan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara 
Enim. Bidang fokus roadmap penelitiannya ialah 

Ekonomi Pembangunan dan Manajemen. Surel yang dapat 
dihubungi ialah roydafauzi@gmail.com.

Beberapa karyanya yang telah terakreditasi nasional 
berjumlah 27, buku yang diterbitkan nasional berjumlah 3, dan HKI 
berjumlah 2. Pengalaman jabatan yang pernah diemban adalah 
sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti 
Palembang (2015—2022) dan juga sebagai Anggota Perhimpunan 
Periset Indonesia.
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